BAB V

KESIMPULAN

A. Lelang adalah tawaran dihadapan banyak orang sehingga mendapatkan
harga tertinggi. Mekanisme lelang ditempuh Kreditur ketika debitur
tidak mampu memenuhi pembayaran yang diperjanjikan sehingga
jaminan yang dijaminkan pada kreditur tersebut dilelang untuk
memenuhi pelunasan hutang dari debitur. Berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Garut Nomor: 3/Pdt.G/2021/Pn/Grt bahwa debitur
tidak bisa memenuhi kewajibannya sehingga tanah yang dijaminkan
dilakukan pelelangan oleh kreditur, akan tetapi mekanisme pelelangan
tersebut harus sesuai dengan aturan per Undang-Undangan yang
berlaku. Dengan itu pihak lelang tidak memerhatikan ketiga hal tersebut
sehingga harga limit lelang tersebut sangat rendah sehingga ada pihak
yang dirugikan yaitu pihak debitur. Peentuan limit dari penjualan objek
tersebut lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak yang padahal nilai
tersebut ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

B. Berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama hakim menolak
gugatan keseluruhan termasuk gugatan pokoknya yaitu untuk
membatalkan lelang karena limitnya lebih rendah dari Nilai Jual Objek
Pajak . Upaya hukum yang dapat dilakukan debitur dapat mengajukan

upaya hukum tingkat
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selanjutnya yaitu tingkat banding pada Pengadilan Tinggi dengan
gugatan untuk membatalkan lelang dengan dasar nilai limit terlalu
rendah dan tidak sesuai pasar. Setiap warga negara yang merasa hak-
haknya dilanggar, berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan
diajukan ke Pengadilan Tinggi atas perbuatan melawan hukum, karena
kreditur/ pihak bank sebagai penjual dalam lelang, baik karena
kesalahan atau kelalaiannya, membuat objek jaminan terjual di bawah
harga pasar. Unsur tersebut telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Banding merupakan salah satu upaya
hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak

yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri.
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